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KETIKA SISTEM KODIFIKASI 
DITINGGALKAN 

Telaah atas Discourse/Forum Shopping dalam 
Praktik Hukum di Indonesia l 

Tristam Moeliono2 

ABSTRACT 
Discourse/forum shoppingmust be discussed in the context of legal 

pluralism within the Indonesian legal system. Discourse/forum shopping, 
the unbridled freedom to choose which legal system justice seekers may 
use, has been made lJossible by a combination offactors. The most 
important factor being the trend in formal law-making, while made 
with the intention of unification and modernizing society, unfortunately 
resulted in a very comlJlex web of sub systems within the Indonesian 
(state made or official) legal system. Equally important is the trend of 
Indonesian law makers to promulgate and implement each particular 
statute as a system standing on its own. A sectroral and very pragmatic 
approach to law making tends to downplay or ignore the need to preserve 
and maintain consistency of norms and legal principles. 

PENGANTAR 
Tulisan ini bermaksud untuk menelisik latarbelakang 

gejaladiscourse shoppingdalam perkaitannya dengan pluralisme 
sistem hukum Indonesia. Ditenggarai bahwa di Indonesia, baik 
pencari keadilan maupun penegak hukum berhadapan dengan 
pluralisme (sistem) hukumdapat dengan mlldah memilih sistem 
hukum mana yang akan berlaku dan bila perlu melakllkan rekayasa 
agar terhadap suatu peristiwa tertentu yang menimpa dirinya dapat 
berlaku sistem norma yang lain.Tentunya ini dari segi penegakan 

1 Draft pertama dari tulisan ini pernah disampaikandalam Seminar/Simposium 
Filsafat Hukum yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pengajar Filsafat Hukum/ 
Epistema di Semarang, 2011.versi sekarang ini merupakan pengembangan dari 
gagasan yang dahulu diungkap dengan sejumlah modifikasi. 

2 Dosen FH . Unpar 
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hukum menghasilkan kc rumitan-kcrumitan tersendiri dan belum 
lagi kita berbicum tenmng "pcrlakuan yang sama dihadapan 
hukum dan pcmcrintahan". 

Dalam hukum pcrkawinan ini dapat dipicu olch kchcndak 
menghindarkan eliri dari kehcrlakuan asas rnonogami atau dart 
kewajiban meminta izin dari istefi pertama.Gcjala yang sama 
juga dapat ditcl11ubn dalam pencgakan hukum pidana. Pcnegak 
hukum dengan ba nyaknya ketentuan pidana eli luar KUHpidana 
terkesan clapat sccara bebas mcmilih kctentuan mana yang abn 
diteHlpkan untuk mcnyclcsaikan suatu kasus tcrtcntu. Hal serupa 
dapat dibtakan bcrkenaan dcngan hukum tanah, pcmilik tanah 
seolah-oleh bebas menentukan (sisrem) hukum tanah mana yang 
dapat diberlakukan berkenaan dengan kcahsahan klaiIn mereka 
(hukum adat, kchiasaan sctcmpat, hukum ranah nasional, hukum 
kchutanan, hukum sLll1lbcrdaya <llam?) dan yang juga abn 
dijadikan acuan untuk mcnyclcsaikan scngkcta pcrtanahan. 

Kecendcrungan demikian bukanlah fenomena saru clua yang 
dapat diahaikan arau dicc rmati schagai pcnyimpangan individual, 
melainkan sudah mcnggcjala dan rerwujud dalam pcmahaman 
keliru masyarabt .-!kankcutuhan sistcm hukum dan bagaimana 
seharusnya ragam aturan -a turan dan prinsip , prinsip hukum 
membentuk dan membangun satu sistcm unth. Maka itu gejaia 
di atas dikairkan pula pada bagaimana pembuat lIndang-undang 
di Indonesia mcmbangun dan mengembangkan hllkum nasional 
se bagai s trategi u ni fi kasi. Fakta men unj ukkan bahwa pcngem bangan 
hukum Indonesia semakin jauh meninggalkan sistcm kodifikasi 
yang diwarisbn pcmc'rintah kolonial Bclanda.Ketika ini terjadi, 
maka dapat kira Hhac juga bahwa pemikiran siscemik tentang 
huku m ]auh ditinggalkan.Sebagai gantinya perundang-undangan 
dikemhangkan dengan mengahaikan perlunya membangun satu 
sis tem bukum (nasional) yang berlaku untuk semua warga tanpa 
kccuali.Sa!ah satu dampak dart itu ialah terbuka lebarnya pcluang 
bagi pencari dan pencgak kead ilan untuk melakukandiscourse 
shopping dalam kegi3tan penegakan hukum dan keadilan. 
Kcgiatan yang dalam praktik sayangnya jllstrU dilakukan dengan 

36 



mengabaikan prinsip-prinsip ajcg dabm pcrundang-unda ngan 
yang sangat penting dalam kegiatan penemunn hllkllm sepeni lex 
specialis demgat legi gcnerali:J, lex posterior derogate legi priori, dll. 

Tlllisan ini abn dimulai dcngan mcncbah gcjflladiscourse 
shoPJling. Argumcn yang hendak diajllkan ialah bahwa gejab 
inibukanlah sccara kcbetulan, namunjustru by- dcsignterkait erat 
dengan niatan pembaha ruan hu kllm dan upaya mcmberbkllkan 
saW hllkum ullwk semlla wa rganegara .Deng<1n bta lain, prinsip 
kcadilan (mcmpcrlakukan orang ya ng berbcdfl dengan cara yang 
berbcda) dikcdcpankan dengan mengorbankan kepas tian hllkum 
(hu kllm yang sama ullwk setiap o[(lng). Dari situ kiw akan 
mcmbahas bagaimana dan apa itu kodifikasi dalam kaitannya 
dengan pc ngc mbanga n satu sistem hukum nasional dan persoa lan 
penemuan hukum. Bagian berikutnya akan menelisik bagaimana 
sistem kodifikasi ditinggalkan di sejllmlah bidang ilmu hukum 
(hu kllm kcperdacaan, dan pidana) dan apa dampaknya tcrhadap 
pemikiran sistcmik dalam penemuan hllkllm.Dari iw semua 
akan dipaparkan di bagian akhir darnpak dari iw semua terhadap 
kcmllnculan fcnomenadiscourse-forum sllO!*ingyang lllcncirikan 
praktik hukum Indonesia.Apa yang hcncbk ditunjukkan ialah 
bahwa tatkala kodifikasi ditinggalkan - yang Juga sekaligus 
mcrupakan instrumcn unifasi hukum - maka tcrbuka iebar pc!lIang 
bagi masyarakat untuk memilih sisrem hukumnya sendiri di luar 
kctentuan Negara. Memberlakukan dan mencgakkan hllkum 
tidak iagi wewcnang mutlak Negara namun mcnjadi pilihan bcbas 
masyarakat penggu na hukum. 

DISCOURSE/FORUM SHOOrlNG DAN APA 
DAMPAKNYA? 

Discourse shoWing merujuk pada peluang bagi para pihak dalam 
sengketa unruk (seolah -olah scpenuhnya secara bebas): "make Ilis/ 
her own choice of argument and create his/her OWll interpretation of 
facts, rules and norms". Dala m hal ini: "not only lhe legal arguments 
playa role, but fxJiiticaJ, cultural, and historical argllments are used." 
Rumusan di atas adalah adaptasi dari rumllsan yang dibcribn 
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oleh Renskc Biezcvcld yang mcncliti hal scrupa dalam scngkcta 
pcrtanahan dt pcdcsaan.lhwalnya adalah para pihak bebas memilib 
pencrapan hukum Ncgara atau hukum adar, bahbn campuran 
dari kcduanya, untuk mcngkualifisir sengkcta dan mcncad forum 
yang paling tepat llntllk mcnyelesaibn scngkcta dian tara mcrcka. 

Fenomena scrupa ditelaah olch Benda Beckman ketika 
menelaah bagaimana masyarakat adat di Sumatcra Barar 
menyclesaikan sengkcta sumbcrdaya (mnah) dengan melakukan 
forum shopping dan shoWing fornm .Apa yang ditelaah pada wakru 
itu ialah persinggungan antara hukurn adat (,islam) dan hukum 
tanah (nasional) dalarn pcnyc!csaian sengkcta pertanahan di 
Sllmatcra BaraL SllO/)ping di sini mcrujuk pada kccenderungan 
pihak,pihak untuk bebas mcmilih dan mcncntukan forum (dan 
sistcm hukum) mana yang paling tepat untuk menyclcsaikan 
sengketa yang terjadi di antara mereka. 

Gejala yangdiamati di atas menunjukkan eksistensi pluralismc 
(sis tern) norma dalam masyarakat Indonesia dan permasalahan 
yang muncul darinyaDi sam ping itu dicermati pula kemungkinan 
adanya rumpang tindih sistcmnorma dan peluang bagi pcncari 
kcadilan untuk bebas memilih sistem hu kum mana yang paling 
mcnguntungkan dirinya. Hal mana sebagaimana kasus,kasus yang 
diangkat dalam paper ini akan menunjukkannya menyulitkan 
penegakan kepastian hukum dan keadilan. 

Beranjak dad uraian di atas, dan juga mengingat kenyataan 
bahwa pluralisme hukum bagaimanapun juga adalah kenyataan 
hidup, persoalannya ialah apakah forum shopping-shopping forum, 
discourse SllUp/)ing sesuatu yang terce/a? Tcrutama jib kim 
menerima kebhinckaan (suku-ras-agama) di Indonesia serta 
keberlakuan sistem hukum atau aturan yang dikemba ngkan 
masing,masing sllku,ras-agama yang mcmbcntuk nation 
Indonesia.Bukanbh semua jawaban atas masalah hukum akan 
tergantung pada sudut pandang dan kepemingan pihak,pihak 
tcrkait. Selain itu bukankah ketaatan hukum abn meningkat 
bilamana setiap orang bcbas mcmilih sistcm hllkum terbaik yang 
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seharusnya berlakll baginya!Tidakkah pencari keadilan dan juga 
penegak hukumsejatinya bcbas mcmilih sistcm hukum mana 
dan juga aruran mana yang hcnda k diberlakukan dan bagaimana 
menafsirkannya umuk mcnjawab persoalnn hukum yang ada! 
Lagipula, sepcrti digambarkan di aeos, (sistem) hukumapa yang 
berlaku terhadap seseorang (sctidaknya dalam rczim hukum 
pe rkawinan) digantungkan pada agama dan kcyakinannya. Pcluang 
untuk memilih sendiri hukumapa y<lIlg hcndak diberlakuknn 
dibuka kbar olch hukum Ncgara. 

Dad sudut pandang ilmu hukum aeau secnra tcoretik (dengan 
mempertimbangkan kepastian hukum dan pada akhirnya juga 
keadilan), sebenarnya membcrlakukan sistcmhukum mana 
yang berlaku dan di dalam saw sistemhukum memberikan 
pcna(siran terhadap aturan tidaklah boleh dibiarkan sebebas iw. 
$yahdan pemcrintah Hindia Bclanda dahulu (tarkala mengatur 
soal penundukan diri sccara dio.m-diam dan suknrela golongan 
penduduk bumiputera dan timur asing terhadap BW/WvK 
dan aninya sistem peradilan kolonial untuk golongan Eropa) 
dan kemudian juga Mahkamah Agung pcm<Jh mengeluarkan 
peraturan yang pada pokoknya me nyatakan bahwa seseorang 
yang scca ra diam-diam arau sukarcla mcnundukkan diri pada saw 
sistem hukum tidak (lagi) bcbas melepaskan did dati keberlakuan 
aturan-aturan dalam sistcm hllkum tcrsebut. Penundukan diri 
(untuk scbahagian, diam-diam atau se!llruhnya) lagipula berlaku 
hanya scarah. 

Dari pertimbangan di atas juga dikesankan bahwa setidaknya 
secara normatif setiap orang tidakbh scbcbDS itu dalam memilih 
atau berganti-ganti sistem hukum yang bcrlaku tcrhadapnya. 
Intinya adalah sekaH memilih satu sis tern hukum untuk 
dibcrlakuknn, maka yang bersangkutan harus pula mencrima 
konsckuensi keberlakuan sistem tersebut sccara keseluruhan. 
Juga hila hal rerscbur tidak mcnguntungkan dirinya.Namun 
dcrnikian apakah manusia yang idcntitas dirinya tcrbentuk pula 
oleh lingkaran-lingkaran pergaulan (semiallwnomollssocial/ields) 
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dan sistcm norma dalam lingkaran terse but dapat dan bersedia 
mcmilih secara konsekuen setiap saat? 

Sckalipun dcmikian, d i dalam praktik, discourse/forum 
shoWing yang bcrkclind{ln dcngan pluralisme hukum, menggejahl 
di masY{lrabt dan birokrasi pemcrintah.lni jclas mcrupakan 
ancaman bagi kcbcrlakuan dan pcnerapan prinsip kcsamaan 
dcrajat sctiap orang dihadapan hukum dan pemerintahan scrta 
rujuan umum hllkllm (kcadilan, kcpastian dan pengayoman). 
Dari sudut pandang lain, sctidak-tidaknya hal ini mcmunculkan 
persoaian sistCl11 hukum seperti apa yang dapat dibangun eli atas 
kebcragaman (sub-sub) sistcm hukum nasiona i. 

Sepcrti diilustrasikan di atas, masalah pokok di sini bukan 
lagi sekadar pe rsoalan rcntang apa dan bagaimanamemberlakukan 
saW sistem hukum nasional (misal dalam bidang penanahan 
atau bidang hukum Jain). l1atnun bergescr menjadi bagaimana 
mungkin dan mengapa discoHTse/fomm sliopping mcnggejaia. 
Tidakkah scmlla warganegara scharusnya bcrkedudukan sedcraja r 
d ihadapan hukllm dan pemerinrahan! Serra juga bagaimana 
memahami keberlakuan prinsip kcsamaan dihadapan hllkum 
dan pcmerintahan bilamana sistcm hukum yang berlaku di 
Indonesia temyata adalah pencampuran dari ragarn sub-sistem 
hukum yang kerap tumpang tindih dan berkompetisi saru sarna 
lainnya?Pcrsoalan ini akan dikaitkan dengan strategi pcmbaharuan 
hukum di Indonesia sebagai bagian dari nation-state building yang 
meninggalkan sistem kodifikasi yang sejarinyajuga merupakan 
srrategi llntllk mcniadakan pluralisme hllkllffi. 

KODIFIKASI SEBAGAI WARISAN KOLONlAL 
Ada saatnYJ Bclanda dijajah Perancis dan tatkaJa Perancis 

menguasai Be!anda, sistcm kodifikasi Pcrancis dicangkokan dcngan 
sejumlah adaptasi dim diberlakllkan di Negcri Bclanda. Kemudian 
Belanda mcrdeka dan menjadi NegJra be rdaulat.Namun kodifikasi 
yang diperolehnya dari Pcrancis tctap dipcrtahankan, scka lipun 
yang diberlakukan adalah Kodifikasi yang sudah diterjemahkan 
secara resmi ke dalam bahasa Belanda.Tatkala tiba giJ iran Belanda 
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menjajah bangsa-bangsa lain (di Asia), maka - melalui asas 
konkordansi - keseluruhan Kitab undang-undang yang diterimanya 
dari Perancis diberlakukan juga di Hindia Belanda.Dengan cara 
itulah pendekatan sistem yang termuat dalam kodifikasi masuk 
ke dalam pemikiran hukum Indonesia. Pendekatan sistemik 
yang melandasi pembuatan perundang-undangan ini akan juga 
berdampak terhadap cara bagaimana seharusnya penegak hukum 
dan pencari keadilan membaca dan menafsirkan ketentuan­
ketentuan yang seharusnya berlaku dan mengikat sebagai hukum. 

Pendekatan sistem mengisyaratkan bahwa satu aturan harus 
ditafsirkan dan diterapkan sebagai bagian kecil dari sistem utuh 
yang dibangun di atas prinsip-prinsip (asas-asas) .Satu contoh 
sederhana ialah berlakunya aturan ten tang kedewasaan dan 
kecakapan bertindak yang diatur dalam buku I (tentang orang) 
di dalam KUPerdata sebagai syarat bagi pasangan yang akan 
melangsungkan perkawinan bcrdasarkan hukum perdata barat. 
Serupa dengan itu ialah keberlakuan asas-asas perjanjian bagi 
pembuatan perjanjian pra-nikah (pre-nuptial agreement) . Ketentuan 
umum tentang keabsahan perjanjian yang diatur oleh pasal 1320 
jo. 1338(1) KUHPerdata (buku III ten tang perikatan) mutatis 
mutandis berlaku terhadap perjanjian pra-nikah tersebut.Sejalan 
dengan ini juga dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentllan 
tentang perikatan juga berlaku terhadap pranata-pranata hukum 
yang termuat di dalam KUHDagang.Dasar dari bentuk-bentllk 
badan usaha yang diatur secara khusus di dalam KUHDagang 
merujuk pada bent uk perhimpunan/perkumpulan (maatschap) 
yang diatur di dalam KUHPerdata yang pada giliranya tidak dapat 
dilhat terlepas dari ketentuan ten tang perikatan dalam buku III. 

Beranjak dari uraian di atas dapat pula dikatakan bahwa 
taxonomy yang terbangun di dalam KUHPidana serta asas-asas 
yang melandasinya seharusnya juga menjadi pandllan ketika 
sejumlah aturan diberlakukan dalam rangka penegakan hukum. 
Lebih dari itu KUHPidana juga harus dibaca dan dipahami 
bersamaan dengan KUHPerdata. Karena banyak aturan di dalam 
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KUHPidana berkaitan erat dengan misalnya, perlindungan 
terhadap hak milik, bahbn nama baik/rcputasi scscorang. 
Maka, dan ini rerjacli di Indonesia, agak janggal melihat cara 
bagaimana ketcntuan tentang pencemaran nama baik maupun 
perbuaran mcnycnangkan dilcpaskan sepenuhnya dari komeks 
pcnempatannaya dalam sistem KUHPidana maupun sistem lebih 
luas yang terkait erat dcngannya (KUHPerdata). 

Sere\ah Indonesia merdeka, beranjak dari aturan peralihan 
II UUD 1945, selllruh lembaga pemerintah dan pcraturan 
pcrundang-undangan pcninggalan masa penjajahan, termasuk 
ke dalamnyaselutuh kitab yang ada (KUHPerdara, Dagang 
dan Pidana - masih dalall1 versi bahasa belanda)-dianggap 
rcrap bcrlaku.Pcrsoalan ialah apakah Indonesia juga sekaligus 
memberlakukan kebijakan pembedaan pemberlakuan sistcm 
hukum berdasarkan golongan pcnduduk. Sccara teoretik, lndischc 
Sraatregeling (konsritusi pcmerinrahan Hindia Bclanda) yang 
membedakan kawula di Hindia Belanda ke dalam tiga golongan 
pcnduduk dcngan sistcmhukumyang berlaku berdampingan sccara 
otomatis tidak lagi berlakll tatkala pendiri negara membu<lt dan 
memberlakukan konstitusi (kontrak kcmasyarakatan) baru (UUD 
1945). Berdasarkan UUD 1945, kawula Hindia Be landa yang 
dibedakan ke dalam tiga golongan penduduk otomatis digantikan 
oleh criterium warganegara karena kelahiran atau pilihan 
(naturalisasi}.Namun dalam praktik, hukum antar goiongan, 
konsckuensi pcmberlakuan pluralismc hukum zaman Hindia 
Belanda, masih relevan dan diajarkan sampai rahun 1980'an. 

Khususnya KUHPidana (Werboek van Srra[rechL) 
ditransplantasikan kc clabm sisrcmhukum NKRl melalui UU 
Ort no.1/1946 dan karena menyangkut penjagaan ketertiban 
publik (public orde) otomatis berlaku dan mcngikat warga Negara 
Indonesia.Hal serupa tidak dapat dikawkan {cntang KUHPcrdata, 
khususnya scpanjang menyangkut hukum orang dan hukum 
benda.lndoncsia pada awal kemcrdekaan dan juga dikemudian 
hari justru meleswrikan kerumitan pcmbcdaan pembcrlakuan 



hukum berdasarkan ragam criten'um (suku, agama, ras) .Ini secara 
sederhana tampak dari - apapun alasan maupun penyebabnya 
; kegagalan Negara melakukan unfiikasi hukum di bidang 
pertanahan maupun bidang hukum keluarga . Namun ini satu 
persoalan te rsendiri yang tidak akan dibahas lebih jauh di sini. 

Apa yang terpeming ialah bahwa umuk hukum acara 
dengan sengaja Rv (Recluerlijke Verordenmg). kerencuan yang 
menga tur prosedur acara di pengadilan yang memberlakukan 
huku m eropa (pada za man kolonial) tidak lagi diberlakukan.Demi 
alasan kepraktisan dan mengingat kurangnya ahli hukum pada 
periode awal kemerdekaan, pcmerimah mcmilih memberlakukan 
HIR (Herziene Indonesische Regeling) llntllk Jawa dan Rbg 
(Rechtrcglement BHitengeweslen) untuk luar Jawa. Kcdua-duanya 
(HIRJRbG) sebenarnya adalah hukum aeara (perdata maupun 
pidana) yang diberlakukan untllk memcriksa scngkcta yang 
mllneui dalam masyarakat pribumi untuk mana hukum pcrdata 
Barar tidak diberiakukan.Itupun dibcrlakukan bagi sengketa 
antam penduduk bumiputera yang tidak masuk ke dalam sistem 
pcrad ilan bumiputcra (gubernemen) .Sistem peradilan yang 
disc bu t tcrakhir belum mengenal pemisahan kekuasaan eksekutif 
dad kehakiman.Dengan kata lain, Indonesia memberlakukan 
sistem peradilan (modern) yang sudah dipisahkan dari pengaruh 
kekuasaan eksekutif. 

Pertanyaan yang muncul ialah seberapa jauhkah masalah 
kom patibiliras (keeoeokan) antara KUHPerdata-KUHPidana 
dengan HIRJRbG tdah eukup dipcrtimbangkan saat itu dan apa 
dampaknya selama ini rerhadap penegakan hukum di Indonesia. 
Sayangnya literaturhukum yang ada - sepanjang yang penulis 
ketahu i· tidak pernah menyentuh dan membahas kedua persoalan 
di atas. Oi sini hanya dapa t dikatakan bahwa sistem peradilan yang 
dibangun berdasarkan HIRJRbG (dan tafsiran-tafsimn resmi dalam 
bentuk pcdoman MARl kepada pengadilan tentang bagaimana 
hakim seharusnya membaca dan memberlakukan HIRJRbG) jelas 
berdampak terhadap eara bagaimana hak dan kcwajiban warga 
dapat dipenahankan dihadapan pengadilan. Satu ilu5trasi, dalam 
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bidang hukum keperdataan ialah perintah MARl untuk tidak lagi 
mengakui lembaga sandera atau diam-diam mengesampingkan 
lembaga kepailitan dan penundaan pembayaran (failisement dan 
surseance van betaling). 

Kesemua itu menunjukkan bahwa Negara Indonesia atas 
kesadaran sendiri memberlakukan kembali aturan-aturan 
pemerintah kolonial.Jadi tidak sepenuhnya dapat dikatakan bahwa 
kodifikasi, bahkan juga sejumlah besar aturan hukum pemerintah 
kolonial Belanda, adalah warisan.Mungkin keseluruhan aturan 
hukum tersebut lebih tepat dipandang sebagai peninggalan 
atau artefak sejarah yang kemudian telah direkayasa ulang dan 
mengalami bongkar pasang untuk diberlakukan sebagai hukum 
mengikat di Indonesia merdeka.Sayangnya, bahwa tidak seperti 
Belanda yang menerjemahkan Codex ke dalam bahasanya sendiri, 
Indonesia justru abai melakukan hal ini.Agak aneh memang 
bahwa kita dalam kehidupan hukum sebenarnya menggunakan 
hanya terjemahan tidak resmi dari kitab-kitab yang ada.Bahkan 
pengguna dan penegak hukum di Indonesia telah kehilangan 
access pada naskah original dalam bahasa belanda semata karena 
semakin hilangnya penguasaan bahasa tersebut. 

PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA 
KEMERDEKAAN: UNIFIKASI NAMUN PENDEKATAN 
NON,SISTEMIK? 

Sekalipun pemberlakuan hukum peninggalan pemerintah 
kolonial dilakukan dengan penuh kesadaran adalah juga wajar jika 
pemerintah dan pembuat undang-undang Indonesia tidak merasa 
nyaman dengan itu.Rasa-rasanya kurang elok menyelenggarakan 
kehidupan bernegara dan pemerintahan, serta menata kehidupan 
masyarakat merdeka dengan menggunakan produk-produk 
hukumdari pemerintah yangdahulu penuh dipercaya menggunakan 
hukumtersebut semata-mata untuk menjajah dan menindas. 
Khususnya KUHPerdata pernah dinyatakan sebagai BUKAN 
hukum yang mengikat, namun sekadar sebagai acuan normatif 
yang tidak mengikat. Ini dinyatakan Mahkamah Agung RI melalui 
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suatu surat edaran tahun 1963. Nasib yang untungnya tidak 
dialami oleh Wetboek van Strafrecht (Sr./KUHPidana) sekalipun 
sejumlah pasal kemudian disesuaikan dengan alam kehidupan 
merdeka yang lebih beradab. Misalnya, atas dasar pertimbangan 
kemanusiaan, hukuman mati tidak lagi diselenggarakan dengan 
menggantung namun tembak.Penyesuaian tersebut tidak tuntas 
dilakukan, karena ada juga sejumlah pasal yang tetap diberlakukan 
(haatzaai artikelen). Padahal ketentuan tersebut pada masa Hindia 
Belanda kerap di(-salah)gunakan untuk memberangus kebebasan 
menyatakan pendapat oleh masyarakat dari golongan pribumi. 

Ketidaknyamanan dengan kodifikasi dan sejumlah peraturan 
lain dari zaman pemerintah kolonial melahirkan sejumlah 
upaya pembaharuan dan pembangunan sistemhukum nasional 
yang coeok dengan eita Negara yang hendak dibangun. Upaya 
pembaharuan hukum yang harus dibaea pertama-tama sebagai 
upaya mengganti produk hukumkolonial dengan produk 
hukum nasional mendapatkan landasan teoretiknya dengan 
dikembangkannya teori atau pendekatan yang dipopulerkan Prof. 
Moehtar Kusumaatmadja dan Prof. Soenaryati H artono tahun 
1980-1990. Kedua guru besar FH-UNPAD yang di era tersebut 
menduduki pelbagai jabatan penting di pemerintahan dan suaranya 
sangat berpengaruh terhadap perkembangan hukum Indonesia 
menganjurkan agar pembaharuan sistemhukum(Indonesia) 
dilakukan melalui peningkatan proses pembuatan undang -
undang.Selain itu di dalam kepustakaan hukum Indonesia (dan 
juga tulisan-tulisan ilmiah) dapat kita temukan saran dan ihtiar 
(bahkan sejak awal Indonesia merdeka) untuk membangun sistem 
hukum nasional beranjak dari penearian dan penemuan j iwa bangsa 
Indonesia.Marsillam misalnya dengan menelaah konsep negara 
integralistik menyatakan bahwa landasan hukum dan bernegara 
Indonesia (Paneasila) menolak individualism dan liberalism (juga 
dalam hukum) .Persoalannya kemudian ialah komunalisme seperti 
apakah yang hendak dibangun dan atas dasar 'ideologi' atau agama 
apakah keberagaman hendak ditundukkan? 
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Pertanyaan itud iJawab dengan gagasan integrasLKeberagaman 
harus dihilangkan ke dalam satu tatanan hukum modern yang 
dilandaskan pada jiwa bangsa Indonesia.Kendati demikian, 
argumen mereka yang merupakan pengembangan ajaran Roscoe 
Pound (law as a tool for social en&rineering) pada akh irnya bersifat 
sangat pragramatis, yaitu lebih menekankan pe ran penting 
undang-undang sebagai samna pembangunan dan pcmbaharuan 
masya rakat.Tidak lagi pcntingdalam pandangan mereka pcncarian 
jiwa bangsa yang khas Indonesia dan scbab itu dapat mcnuntut 
perkembangan hukum. 

Justru lebih penting adalah bagaimana mengubah 
keberagaman sis[em hukum menjadi saru sistcm hukum modern 
yang dapat digunakan Indonesia untuk membangun.Di sini 
pembangunan dapat dimenge rti sebagai seluruh upaya mengubah 
masyarakat Indonesia dad masyarakat agraris tradisional mcnjadi 
mas yam kat lndustri modern setara dengan Negara-negara maju.Di 
ba lik itu juga tcrsitar pcnggunaan stratcgi pembangunan hukum 
(lewat pembcntubn pcrundang-undangan baru) scbagai satu 
strategi penting dalam stale and nation building.Termmna karena 
pc rundang-undangan cliandaikan dapat menjadi satan a pcmetsatu. 
Rujukan bersama bagi masyaraka r Indonesia yang secara empiris 
dicirikan olch kebetagaman (suku, ras maupun agama) . Upaya 
unifikasi dcmikian yang melandasi misalnya pembuatan UU PA 
(no. 5/1960) mauplln UU no. 111974 (UU Perkawinan), yakni 
memberikan pada bangsa Indonesia satu pegangan bersama dalam 
mengatur hubungan warga dengan tanah/su mberdaya agrarian 
atau di bidang hukum keluarga beranjak dari nilai-nilai budaya 
khas Indonesia. 

Dengan dikedepankannya pembllatan perundang-llndangan 
scbagai sttategi utama pembaharuan dan pcmbangunan 
hukumnasional Indonesia, sa lah satu dampaknya ialah bahwa 
pendekatan sistem yang mendasari Ki tab mulai ditinggaI b n. 
Sebaliknya setiap undang- unclang membentu k sistem peraturan 
(dengan asas-asas hukumnya) yangpengimplemcntasian dan 
penegakannya clapat dilakukan terlepas dati kcseluruhan 



sistem yang (seharusnya atau dianggap melandasinya) .Sebagai 
penggantinya dikedepankan pembuatan undang-undang semi 
otonomi yang kerap pelaksanaannya menjadi kewenangan penuh 
suatu lembaga pemerintah tertentu saja.Kecenderungan ini 
terjadi karena kebanyakan perundang-undangan di Indonesia 
tidak otomatis dapat diimplementasikan.Dibutuhkan sejumlah 
peraturan pelaksanaan yang harus diterjemahkan lebih lanjut ke 
dalam peraturan-peraturan yang lebih operasional, bahkan sampai 
ke dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) atau petunjuk teknis 
(juknis) sebelum dapat menjadi aturan hukum yang diberlakukan 
secara konkrit ke dalam masyarakat. 

Alhasil setiap badan Negara yang memiliki kewenangan 
(baik karena atribusi ataupun delegasi) pada prinsipnya menjadi 
badan legislatif.Hukum buatan birokrasi menjadi bagian penting 
dari kajian hukum.Dan sebagai akibatnya ialah sektor-sektor 
kajian hukum yang terkotak-kotak sekalipun tidak menafikan 
tumpang tindih. Ilustrasi dari itu ialah bidang kajian hukum 
tanah (kewenangan BPN) yang terpisah dari sektor kehutanan 
(departemen kehutanan) dan pengelolaan sumberdaya mineral 
(departemen pertambangan) dan migas (sampai 1999: pertamina). 
Bahkan kembali pada hukum keluarga, kita dapat identifikasi 
kajian hukum keluarga perdata barat, yang mencakup perkawinan, 
perceraian, pembagian waris, adopsi, dll (yang berlaku untuk non­
muslim) dengan kajian hukumhukum keluarga Islam. Sistem 
dan norma-norma hukum perdata barat hanya diberlakukan 
dan dianggap relevan dilingkungan pengadilan perdata biasa, 
sedangkan sebaliknya sistem hukum Islam (sepanjang menyangkut 
nikah-talak, rujuk) eksklusif berlaku di KUA dan Pengadilan 
Agama 

Namun bukan itu saja yang terjadi.Satu hal yang tidak 
dapat dipungkiri di Indonesia ialah terpinggirkannya peran 
putusan pengadilan sebagai sumber hukum mengikat.Ketika 
yang diprioritaskan adalah pembuatan produk perundangan­
undangan baru dan pengembangan peraturan pelaksanaan 
oleh birokrasi, maka jelas bahwa putLlSan pengadilan tidak lagi 
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sepenuhnya bcrguna scbagai sumbcr (pcmbaharu) hukum yang 
rclc\'an.Tcmllny~ kita dapat berdcbat panjang ten tang inLKarcna 
bagaimanapull bagi pcngaca ra praktik dan merck.:-. ya ng tcrlihat di 
dalam sisrcm pcradilan, putllS:ln-pllCUSfm pcngad ilan apalagi yang 
dikukuhkan olch Mahbmah Agung tidak dapat diahaikan begitll 
saja . Namun yang bendak dibtakan di sini ialah bahw<1 slImbangan 
yurisprudensi bngi proses pemhaharuan hukum melalui pcmbuatan 
pcraturan pcrund::l.Ilg-undangan baru dan pcnjabarannya kc dalam 
pcraturan pelaksana sa ngatlah insignifikan. 

Lcbih jauh lagi, pcmbuat undang-undang - dilcpaskan dari 
ku ngkung<Jn taxonomy yang melandasi sistem kodifikasi - sepcrti 
diindikasikan di a£as beropc rasi hc rdasarkan logika yang sam3 
sckali bc rbcda. Taxollmnysistcmhukum Indonesia kcmungkinan 
besar {erremuk sccara tidak sadar mcngikll ti stTukcur dan sistem 
kepcmeri mahan atau bcranjak dari kepcntingan bagaimana 
pcmcrintah sccara scktoral ingln membe rdayakan suacu Icmbaga 
pemcrinrahan untuk mcnge[ola saw aspck kch idupan masyarakat 
terrentu.Bcranjak dari sini, pertanyaan mendasar ia lah scbe rapa 
jauh taxonomy ilmll hukum yang mclandasi kod ifikasi (hukum 
materiil-hukum acara; hukum pllblik-hllkum pri var) masih 
releva n scbagai titik tolak untuk mcmahami dan mcmpclajari 
hukum Indonesia! 

DIBONGKARNYA KODIFIKASIMELALUI SISTEM 
T UMBUH KEMBANG 

Singkar kata sistem hukum Indonesia (terlcpas daTi 
argumentasi idcologis: Pancasila sebagai gnmdnonn yang 
mcmpersatukan) tcrnyata tumhuh kcmbang sccara fragmcntaris 
dan pragmatic. Strategi bongbr pasang yang bersifat pragmatic 
dan tidak mcmcntingbn kcutuhan mcnunjuk pada praktik 
mcncabur dan mcnyatakan bagian.bagian dad kodifikasi yang ada 
tidak bcrlaku dc ngan memberlakuk.an undang-undang khusus. 
Sedangkan wmbuh kcmbang mcrujuk pada (Xlla pengcmbangan 
hu kum mclalui peraturan pelaksanaan yang dibuat pcmcrintah 
maupun badan-badan khuSllS. 



Unda ng-undang yang perrama mcmulai proses pcmbongkaran 
ialah UUD 1945 scnd iri. Bungkus lama dari zaman kolonial 
(struktu r rata negara dari zaman RRIIS) diambil-al ih dcnga n 
scjumlah pcrombankan (dikcnalnya MPR scbagai pcmcgang 
kedauhmm rakyat dan Icmbaga tcninggi Ncgara: mirip Mahkota 
aUlu [cpatnya Kongrcss Rakyat). Namun aturan-atu ran yang 
mcngatur Icmbaga-icmbaga ncgara lain nya (prcsidcn-tJOlksraad­
mad van illdie-rekenkamer-/lOgereclllsllOf) masih mcrujuk pada 
ammn kolonial. Pob bongkar pasang Ioinnya dcng:m dampak yang 
sama jauhnya elapa t kita temukan da lam pcmbc:rlakuan UUPA 
(no. 5/1960). Kcrcnrwln peralihan dal<lm UUPA lllcncnbut sc mua 
atumn tcntang kcbcndaan tidak bc rgc rak scpanjang mcnyangkut 
agrariayang tcrm 1I a 1 d i Jala m K U 1-:1 Perd a ta dan di da In III pcru ndang­
undangan lain. Huku m agraria nasional ini mcncabuf scmua 
aruran [cotang pcmmahan yang bcrlaku pada zam,1I\ kolonial 
dan bcrcira-cita mcmbe nruk saru sistcm (hukllm) pcrtanahan 
bagi se! uruh masyarakat Indonesia.Om-eita ya ng sayangnya 
tidak scpenuhnya berhasil.Lagipula kctika kcsatuan (uniflkasi) 
ditckankan kebcmgaman sistcm pcngu<lsaan dan pcngelolaan 
sumbcrdaya yang ada di masyarakat di Indonesia dikorbankan. 
Uniflkasi da lam pra kti knya juStni mcnghasil kan masa lah.Tcriepas 
dari iru, berturur-tllrut Dcpattemcn Dalam Nege ri , Dirjen Agraria 
dan kemudian BPN mcnumbuhkcmbangkan peraturan-pcraturan 
di bidang pcrtanahan.Kesemlianya in. adalah bagian dari 
bagaimana birokrasi mcngisi dan mcngcmbangkan hukum agraria 
di Indones ia.srrarcgi tumbuh kcmbang tampak jclas digunakan 
di si ni ulltu k mengisi dan mcngcmbangkan hukum agraria awu 
hukum pertanahan sckarang. 

Se lanju tnya ialah UU no. 111974 tcn tang pcrbwinan dan 
scmua aturan pclaksanaannya yang mcncabut scmua pcraturan 
tc ntangpcrkawinandari bukul dan mcncoba mengcmbangkan sa ru 
sistcmhukum (pe rkawinan) untllk sc luruh warga Indonesia.Upaya 
yang justru gagal ka rcna mcncgaska n pcmbcdaan masyarakat 
berdasarkan agama!kcyakinan. Bahkan umuk mcngakomooasi 
kcburuhan masyarakat a.kan perce raian dic iptakan dua Icmbaga 
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peradilan terpisah. Pengadilan agama bcrwenang untuk mcmeriksa 
dan memutus scmua sengketa berkcnaan dcngan talak, rujuk dan 
akibat perccraian (pcmbagian harca be rsama, hakasuh, dtl). Urusan 
yang sama sepanjang menyangkut pasangan non-muslim menjadi 
kewcnangan absolut pengadilan ncgcri yang akan mcmbcrlakukan 
HIRJRbG. Di sini muncul pcrtanyaan baru: apakah HIRJRbG 
compatible unruk memeriksa dan mcmutus perkara talak dan rujuk 
yang harus diperiksa bcrdasa rkan hukum Islam! 

Oaf tar pembongkaran demikian dapat terus di perpanjang. UU 
no. 1/1995 mencabut dan mengatur sendiri tata cara pcmbentukan 
pcrseroan terbatas, kctcn tuan [cntang hipotek dan credit verband 
digantikan UU hak tanggungan (no. 4/1996), ketcntuan baru 
[cntang fiducia (UU no. 42/1999) membcrikan pcngertian 
berbeda tentang gadai yang diatu r di dalam KU HPerdata .Masing­
masing undang-undang demikian, namun demikian, harus dibaca 
dan dipahami dalam kai tan dengan semua peraturan pelaksanaan 
yang terkait dengannya. 

Juga KUHDagang (Code Commerce) mengalami hal serupa. 
Dapatdisebutdi sini ketentuan-ketencuan baru tentangsurat-surat 
berharga dan perbankan, pasar modal, asuransi dan kepailiran. 
UU kepailitan (rahun 1997) sepenuhnya meneabut Failisement 
Verordening dan bahkan menjadi dasar hukum bagi pembentukan 
pengadilan Niaga dengan proses acara sendiri. Proses pcngajuan 
pcrmohonan kepailitan dan penundaan pembayaran yang diatur 
d t dalam HIRJRbG sekaligus dinyatakan tidak lagi berlaku. 
Pob serupa Japat ki ra (cmukan di dalam pengaturan hak atas 
kckayaan intelektua! yang mencakup hak cipta, paten, merek, 
rahasia dagang dll . Di dabm tiap perundang-undangan dupat kitu 
remukan proses penyeiesaian sengketa (administratiO yang harus 
mendahului atau tumpang tindih dengan proses penyelesa ian 
scngkcta melalui pcngadilan perdata . 

Masih dalam kurun waktu sama, kita dapat temukan undang­
undang perlindungan konsumen dan undang-undang pcrsaingan 
usaha sehar dan anti-monopo!i. Secara implicit sepanjang 
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menyangkut kedua bidang ini, ketentuan serupa di dalam 
KUHPerdata dicabut.Lebih penting lagi kedua undang-undang ini 
menetapkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang berbeda 
(dan cenderung tumpang tindih) dengan mekanisme penyelesaian 
sengketa keperdataan yang diatur di dalam HIRlRbG. 

Kendati demikian perlu disebutkan satu anomali. Pada tahun 
1981, untuk menggantikan HIR!RbG sepanjang mengatur proses 
peradilan pidana, pemerintah mengundangkan KItab Undang­
Undang Hukum Acara Pidana. Untuk zamannya, Kitab ini 
merupakan suatu kemajuan luar biasa karena jelas memberikan 
perlindungan hukum yang lebih pasti kepada tersangka/terdakwa 
daripada yang mampu diberikan di bawah HIR!RbG. Bahkan di 
dalam penjelasan umum, Kitab ini secara tegas merujuk pada 
ICCPR (konvensi internasional ten tang hak-hak sipil dan politik). 

Namun keutuhan Kitab ini ternyata tidak berlangsung 
lama. Satu dan lain karena banyak undang-undang yang dibuat, 
terutama setelah reformasi tahun 1999, yang memuat ketentuan 
pidana baru di luar KUHPidana dan sekaligus mengatur hukum 
acara yang sedikit berbeda dari hukum acara umum yang diatur 
di dalam KUHAP. Kriminalisasi perbuatan-perbuatan baru di 
luar KUHPidana (tindak pidana korupsi, kekerasan dalam rumah 
tangga, pencucian uang, dll.) kesemuanya dengan aturan hukum 
acara yang berbeda-beda mengesankan tidak saja bongkar pasang 
KUHPidana namun lebih dari itu tidak lagi memadainya sistem 
peradilan pidana yang dibentuk oleh KUHAP. Fenomena ini jelas 
juga memberikan bobot pada pertanyaan sejauh manakah KUHAP 
compatible dengan KUHP warisan belanda, serta apakah delik­
delik khusus (yang diatur di luar KUHPidana) masih memadai 
untuk disidik, dituntut, diperiksa dan diputus berdasarkan sistem 
peradilan pidana yang hendak dibangun oleh KUHAP. 

LANTAS APA DAMPAK DARI PEMBONGKARAN 
SISTEM? 

Pola pembangunan hukum melalui metoda bongkar pasang 
dan tumbuh kembang sudah dilakukan lebih dari 50 tahun sejak 



Indonesia mcrdc:ka .Huhlm pc:ningg8lan pemerintah kolonial 
Belanda beml haws diganti .Bukan saja karena tidak eoeok 
dengan masymakat Indonesia yang merdeka tetapi juga kmena 
zaman sudah jauh berubah. Namull bta (erkadang tidak sabar 
mdakukan pcmbaharuan dan bertindak radikal. Pembuatan 
perundang-undangan, petaturan pelaksanaan dan scmua peraturan 
birokrasi bereaksi cepar aws "kekosongan hukum" dan diam­
diam menyingkirkan kctcntuan kolonial yang ada. Saw hal yang 
kerap di lupnbn, namlln dClI1ikian, ialah balma dengan eara jtu, 
keseluTllhan sistemhukum dan asas-asas yang mendasarinya juga 
ikut diti nggalkan. Scbagai gantinya tiap pcrundang-undangan dan 
peraturan peiaks;)nann membentuk saW sistem yang cenderung 
mandiri dan tiap kctcntuan dapat diimplemenwsikan terlcpas dari 
(sub-) sistcmhukum lainnya. 

Kcndati begitu bukankah penyelenggaraan Negara dan 
kchidupan pemcrintah tampaknya tidak terganggu! Sebaliknya 
dapat ditunjukkan bahwa pell1crinrah bersama-sama dengan DPR 
dan DPRD terus memproduksi peraturan perundang-undangan. 
Bahkan kincrja pcmcrintah dan DPRJI) diukur dari jumbh 
penmdang-undangan yang dihasilkan dalam periode tcrtcntu. 
Membuat aturan lagipula mcndatangkan u:mg dan pekerjaan bagi 
birokrasi. Tcrlcpas dari itu birokrasi, dcngan atau tanpa pcraruran 
pebksanaan, akan tcrus bekerja dan mengisi kekosongan demikian 
dengan dan melalui aturan-3turan administratif (surat keputllsan, 
surat cdaran, peraturan menteri dll.). Bahkan juga pengadilan 
masih berfungsi, karcna kasar mara dapar ditllnjukan bahwa 
perkara (pidana aeau perdata) masih terus diperiksa dan diputus. 

Satu hal yang segera tampak ialah kctika pembaharuan hukum 
dilakukan dengan pendekatan bongkar pasang dan tumbllh 
kembang, mala ditinggalkan upaya membangun sistemh ukum 
yang umh yang mcncakup sub-sistem hukulll mcngikuti taxonomy 
hukum tradisional.Hukum keluarga yang dilepaskan dari KUH 
Perdata berkembang menjadi sistcm-sistem hukum semi otonom, 
campuran anrara hukum Ncgara dan hukum agama.Tatkala 

52 



UUPA mcncabut scmua kctcmuan tcntang bcmb tidak bcrgcrak 
dari KUHPerdata, maka tanah bukan lagi bngian dari hukllm 
kebcndaan maupun sistcmatika hukum kepcrdata<tn.Keseluruhan 
hukumagraria yang kcmudian berkcmbang mcmhcntuk dua 
sistcmhukllm yang berbcda, sarli berurll san hanya dcngan aspck 
adminis rrasi pcnanahan, scdangkan pencaha ngan lainnya 
bcrurusan dcng<1I1 pcngelolaan sumbc rdaY!1 abm (hLltan, mincral/ 
pertambangan dan migas). 

Berkcnaan de ngan pencabangan hukllm agrarian, bra dapat 
cermati bahwa, di dalam bidang ini tcrjadi pula fragmcntasi dan 
pcrkcmbangan rcrpisah. Hukum agrari<l 11 scbag<li bra kumpui8n 
umum tcrpccah kc dalam sub-sistcmhukum kchutan::m, 
pertambangan, migas dU, yang mendasarkan diri pada asas-asas 
dan tuju an yang tidak otomatis sama. [ni juga mcrlljuk pada 
dampak lain dari pota pcmhangunan hukum bongknr pasang/ 
cumbuh kcmhang, menjadi relatifnya kcbcrlakuan asas scbagai 
batu penjuru yang mcmbangull kcutuhan bangllnan (sistem) 
hukum.5etiap bangllnan hukum semi otonol11 1l1engembangkan 

asas-prinsip bahkan ketcntuan yang bc rhcda.Contoh klasik 
ialah tentang pcnctapan batas llmLlT dcw3sa scscorang.Hukum 
perkawinan mcnctapkannya sccara bcrbcda dari KUHPcrdata dan 
itu artinya juga berbcda dati KUH Pidana dan KUHAI~ Penerapan 
kapan scscorang dianggap dewasa mcnjacii tergantung pada 
dcwasa untuk melakukan apa dan dalam hubllngannya dcngan 
pertanggungjawaban hllkum di bidang ap<l? 

llustrasi di atas juga rncnunjllbn b"hw(l untuk urman 
menetapkan kcdcwasaaan scscorang - urusCln yang sangat 
scpclc - bra harus mcrujuk pada scj umlah (sub-) sistcmhukum. 
Pencari keadilan dapat melakukan bukan saja furum 5lwP/Jing 
(memilih badan pengadilan mana yang bcrwcnang mcngadili 
perkaranya) namun lcbih dad itu discomsolwp/ling (mcmilih 
sendiri sistemhukum dan aturan hukum mana yang abn 
berlaku pad<lnya). Esensi hukum scbagai kcscpabt<ll1 bcrsama 
yang mcngikat masyarakat t<lnpa kccuali untuk menjaga 

53 



ketertiban publie dan landasan pcmberian keadilan dikorbankan. 
Kerika terbuka peluang unruk scbebas-bebasnya menenrubn 
sistemhukum apa yang boleh diberlakukan terhadap seseorang 
(to each hislher own law), prinsip pcnring dalam ncgara hukum, 
yaitu 'equality before the law aJld government' kehilangan makna . 
Kesemuanya membuka peluang bagi dilakukannya discourse 
shopping yang jelas mcrupakan aneaman bagi dua tujuan utama 
hukum: jaminan kepastian hukum dan keadila n. Dalam komeks 
hukum Indonesia juga baleh ditambahkan dampaknya tcrhadap 
upaya mcnjaga dan memelihara kerukunan dalam masyarakat 
yang dicirikan keberagaman. 

lni tcrjadi bukan saja akibat Indonesia membuka diri -
sekalipun bereita-eita melakukan unifikasi hukum - pada 
berkembangnya pluralisme hukum, namun dapat pu la 
dikembalikan pada diabaikannya upaya membangun sistemhukum 
yang utuh.Mungkin saja kodifikasi tidak lagi "feasible", dan 
pembuamn peraturan perundang-undangan da ri pclbagai segi 
lebin ekonomis dan tepat guna. Tapi dengan cara itu pula pembuat 
llndang-undang kehilangan gambaran utuh dari tujuan hukum 
dan cendcrung bcrpikir partial. Urusan-urusan yang pars (partial) 
dipandang scbagai eerminan da ri fQfQ{totalitas) . 

PENUTUP 
Pcluang bagi muncul nya kerancuan, tumpang tindih, dan 

tabrakan amara [agam aturan, bahkan prinsip, ya ng memungkinkan 
discourse/fOfUm 5hooping, terbuka karena pendckatan kodifikasi 
dalam pembuatan undang-undang ditinggalkan.Apa yang juga 
je1as mengemllka ialah bahwa upaya unifikasi hukum mela lui 
pembuatan perundang-undangan sccara parsial dan scharal -
keseluruhan upaya yang menjad i acuan dan strarcgi pembaharuanl 
pcmbangunan hukum di Indonesia - justru scca ra paradoksa l 
melestarikan pluralisme hukum dan peluang bagi scmua untuk 
bebas melakukan discourse/forum sliooping. Kecenderungan ini 
akan nyata mcnyu litkan cita-cita membangun saw sistcm hukum 
Indonesia yang bc rlaku untuk semua tanpa kecuali. 
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Untuk mengubah itu semua - dan itu jelas harus dilakukan 
- bukanlah pekerjaan mudah. Pada saat sama tidak mudah untuk 
menjawab pertanyaan lantas apa yang harus dilakukan pembuat 
undang-undang: apakah kembali pada kodifikasi?Pendekatan 
ini yang kiranya melandasi pembuatan RKUHPidana dan 
pembaharuan KUHAP.Namun apakah hal serupa perlu 
dan mungkin dilakukan untuk memperbaharui BW, WvK, 
Fv.Pembaharuan di bidang keperdataan justru dilakukan dengan 
sangat fragmentaris dan pragmatic. Sementara itu HIR/RbG tidak 
diganti, namun dalam kenyataan disimpangi dengan pelbagai car a 
oleh pembuat undang-undang maupun praktek hukum. 

Ataukah bukan di situ letak persoalannya dan semestinya 
dengan atau tanpa kodifikasi pembuat undang-undang harus lebih 
peduli pada carabagaimana membangun sistem hukum yang tidak 
membuka peluang bagi maraknya pluralisme hukum? Sebaliknya 
bilamana pluralism hukum tidak terhindarkan, apakah Indonesia 
harus menghidupkan dan mcngembangkan asas-asas hukum 
antar tata hukum sebagaimana dahulu berkembang hukum antar 
golongan?Mungkin pula, asas-asas hukum perdata internasional 
harus dikembangkan agar dapat mengakomodasi interrelasi 
dan interaksi dari individu/masyarakat yang tunduk pada sub­
sistem hukum berbeda dalam kerangka sistem hukum nasional. 
Satu pertanyaan tersisa ialah mengapa di Negara-negara Anglo­
Saxon, negara-negara yang mengandalkan pengembangan hukum 
berdasarkan hukum kebiasaan dan yurisprudensi, hal serupa 
seperti yang teramati di Indonesia tidak terjadi? 
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